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Abstrak  

Talak adalah ikrar suami di Pengadilan Agama yang menyebabkan 
putusnya perkawinan. Undang- Undang telah mengatur jika talak tidak 
diucapkan dalam waktu 6 bulan sejak penetapan sidang, maka putusan cerai 
gugur dan perkawinan tetap sah. Namun hal ini menimbulkan masalah, 
terutama jika suami isteri sudah berpisah dan tidak menjalankan 
kewajibannya. Oleh karena itu, isteri sebagai pihak yang rentan perlu 
mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-haknya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  ketentuan hukum ikrar talak 
dalam sistem peradilan agama di Indonesia, faktor penyebab suami tidak 
mengucapkan ikrar talak pasca putusan di Pengadilan Agama Cibinong dan 
implementasi perlindungan hukum terhadap hak isteri dalam kasus tidak 
diucapkannya ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama Cibinon. 
Penelitian ini mengunakan jenis kualitatif dengan dengan  pendekatan 
yuridis-empiris bersifat preskriptif dengan sumber pengumpulan data melalui 
data primer dan data sekunder serta menggunakan alat pengumpulan data 
yaitu wawancara dan/atau kuisioner, dokumentasi dan studi kepustakaan 
dengan lokasi di Pengadilan Agama Cibinong kelas 1.A Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan ikrar talak di Peradilan Agama dilakukan 
di depan sidang setelah upaya perdamaian oleh majelis hakim gagal, dengan 
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disertai alasan yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Faktor-faktor 
Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Cibinong 
antara lain karena adanya perdamaian dan ketidakmampuan memenuhi 
kewajiban akibat perceraian. Implementasi Perlindungan hukum terhadap 
isteri dilakukan melalui peran hakim dalam membina kesadaran hukum 
suami, pemberian solusi terkait pembayaran kewajiban cerai, serta 
keringanan dari isteri. Jika talak suami gugur, isteri dapat mengajukan 
gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Disarankan kepada Pemerintah 
dan/atau Mahkamah Agung atau pemerintah membuat aturan yang 
memberi daya paksa terhadap suami yang lalai memenuhi kewajiban, 
termasuk sistem interkoneksi antar lembaga untuk menekan angka 
gugurnya perkara talak. 
Kata Kunci : Ikrar Talak, Gugur, Perlindungan Hak Isteri 

 
 
 

Abstrak 
Divorce is a vow made by a husband in a Religious Court that results in the 
dissolution of a marriage. The law stipulates that if the divorce is not pronounced 
within six months of the court's decision, the divorce judgment is void and the 
marriage remains valid. However, this raises problems, especially if the husband and 
wife are separated and fail to fulfill their obligations. Therefore, wives, as vulnerable 
parties, need legal protection and certainty regarding their rights. This study aims to 
analyze the legal provisions regarding the divorce vow in the Indonesian religious 
court system, the factors that cause husbands to fail to pronounce the divorce vow 
after the verdict in the Cibinong Religious Court, and the implementation of legal 
protection for wives' rights in cases where the divorce vow is not pronounced in the 
Cibinong Religious Court. This study uses a qualitative type with a prescriptive 
juridical-empirical approach with data collection sources through primary data and 
secondary data and using data collection tools namely interviews and/or 
questionnaires, documentation and literature studies with locations in the Cibinong 
Religious Court class 1.A The results of the study indicate that the implementation 
of the divorce oath in the Religious Court is carried out in front of the court after the 
peace efforts by the panel of judges have failed, accompanied by reasons in accordance 
with statutory provisions. The factors that the Applicant did not pronounce the 
divorce oath in the Cibinong Religious Court include the existence of peace and the 
inability to fulfill obligations due to divorce. Implementation of legal protection for 
wives is carried out through the role of judges in fostering legal awareness of 
husbands, providing solutions related to payment of divorce obligations, and 
leniency from wives. If the husband's divorce is invalidated, the wife can file a 
divorce suit with the Religious Court. It is recommended that the Government 
and/or the Supreme Court or the government make regulations that provide coercive 
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power against husbands who neglect to fulfill obligations, including an 
interconnection system between institutions to reduce the number of divorce cases 
being dismissed. 
Keywords: Divorce Pledge, Nullification, Protection of Women's Rights  

A. PENDAHULUAN  

Perceraian secara etimologis berarti putusnya hubungan suami istri. 

Dalam Islam, talak berasal dari kata al-ithlaq yang berarti melepaskan atau 

meninggalkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Al-Qur‟an (Q.S. Ath-

Thalaq:1) 1dan hadits Nabi SAW menjelaskan bahwa meskipun talak 

dibolehkan, Allah sangat membencinya. Talak dipandang sebagai jalan 

terakhir demi mencegah kemudaratan dalam rumah tangga, sebagaimana 

kaidah “Adh-dhararu yuzâl” (bahaya harus dihilangkan).2 

Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral. Maka, saat akan 

diputus melalui perceraian, Islam mengatur perceraian harus dilakukan 

dengan cara yang baik. Hal tersebut sebagaimana Firman Allah dalam 

Qur‟an Surat (Q.S.) Al-Baqarah: 231, artinya: “Dan apabila kamu 

menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah 

mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang 

baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk 

menzalimi mereka...”3 

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami karena keyakinan 

suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan perkawinan atau tidak, sebab 

suami telah banyak mengorban harta baik saat akan melangsungkan 

perkawinan maupun saat dalam perkawinan dan setelah putusnya 

                                                           
1
 1 Ibnu Hajar Atsqalani, 1994, Tarjamah Hadits Bulughul Maram, Gema Risalah Press, Bandung, 

Hlm. 359. 
2
 Duski Ibrahim, 2019, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah, CV Amanah, Palembang, hlm. 82 

3
 Tim Kreatif, Op.Cit, hlm. 37; 
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perkawinan (in casu mahar, nafkah keluarga, nafkah iddah, mut‟ah).4 

Hukum Islam juga mengatur tata cara jatuhnya talak seorang suami yaitu 

talak dengan perkataan, talak dengan sindiran, talak dengan tulisan, talak 

menggunakan bahasa isyarat bagi tunawicara dan talak dengan mengirim 

utusan.   

Hukum Islam tidak mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di 

hadapan Qadhi atau hakim. Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa 

perceraian tetap sah secara agama bila dilakukan di luar pengadilan dan 

imam mazhab seperti Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi berpandangan bahwa 

tidak ada suatu keharusan perceraian itu dilakukan di pengadilan. Apabila 

seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya selama terpenuhinya 

rukun talak maka telah jatuh talak suami tersebut kepada isterinya.5 

Kewajiban suami setelah menjatuhkan talak kepada isterinya adalah 

memberikan nafkah selama dalam masa iddahnya sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S. Ath-Thalaq : 6  dan 7 artinya, Dua ayat tersebut menjelasakan 

kewajiban seorang suami untuk menafkahi isteri dan anak sesuai dengan 

kemampuannya terkhusus untuk isteri yang sedang menjalankan masa 

iddah.  

Fuqaha telah sepakat mengenai seorang isteri yang sedang menjalani 

masa iddah atas talak raj’i suaminya berhak memperoleh nafkah berupa 

makanan, pakaian dan tempat tinggal karena masih dianggap sebagai isteri 

dan suami berkewajiban memenuhi nafkah tersebut sampai dengan masa 

                                                           
4
 Sayyid Sabiq, 2015, Fikih Sunnah, Jilid IV, ditahkik dan takhrij oleh Muhammad Nasiruddin 

Al-Albani diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Cakrawala Publishing, Jakarta Selatan, 

hlm.9 
5
 Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal, 2019, Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli 

Fikih Islam, Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7 (1), 29-54, hlm.38  

https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/view/1980/1153  

https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/view/1980/1153
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iddahnya berakhir.6 Selain nafkah iddah, ada juga nafkah mut‟ah. Nafkah 

mut‟ah adalah pakaian atau harta yang diberikan suami kepada isteri yang 

dia ceraikan untuk menghibur hati isteri atau untuk mengganti rasa sakit 

karena perpisahan yang terjadi.  

Imam Syafi‟i berpendapat bahwa mut‟ah adalah harta yang wajib 

dibayar oleh suami untuk isteri yang diceraikannya baik qobla dukhul 

maupun ba’da dukhul, kecuali qobla dukhul yang sudah ditentukan maharnya 

maka ia hanya memperoleh setengah dari mahar tersebut.7 Hal tersebut 

sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 241 yang artinya, “Dan 

bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut‟ah 

menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban orang yang bertaqwa”.8  

Hukum Islam tidak mengatur secara tegas mengenai tenggang waktu 

pembayaran nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah mut‟ah. Jika 

mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa nafkah iddah diberikan 

suami kepada isteri saat sedang menjalankan masa iddah atau dengan kata 

lain diberikan setelah jatuhnya talak kepada isteri. Sedangkan tata cara 

penyerahan nafkah mut‟ah tidak diatur secara spesifik baik dalam Al-qur‟an 

maupun hadits. Oleh fuqaha dan imam madzhab juga tidak memberikan 

penjelasan yang tegas terkait hal tersebut.  

Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, 

perkawinan putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, (c) putusan 

pengadilan. Perceraian di Indonesia hanya sah jika dilakukan melalui 

Pengadilan Agama (Pasal 39), baik cerai talak (oleh suami) maupun cerai 

                                                           
6
 Wahbah Az-Zuhaili, 2011, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid IX, diterjemahkan Oleh Abdul 

Hayyie al-Kattani dkk, Gema Insani, Jakarta, hlm. 562 
7
 Ibid, hlm. 285-287 

8
 Tim Kreatif, Op.Cit, hlm. 39 
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gugat (oleh istri).9  Indonesia sebagai negara hukum dengan mayoritas 

penduduk beragama Islam mengatur bahwa perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang Pengadilan. Suami wajib memenuhi kewajiban 

sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI, meliputi: 

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; 

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama 

dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba‟in atau 

nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh 

apabila qobla al dukhul; 

d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun. 

Lebih lanjut Pasal 152 KHI mengatur bahwa bekas isteri berhak 

memperoleh nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Kemudian 

Pengadilan juga diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mewajibkan 

bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban kepada bekas isteri.10 Berdasarkan ketentuan tersebut dan atas 

permohon isteri, Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah madhiyah 

yang wajib dibayarkan oleh suami kepada isterinya dengan jumlah yang 

telah dipertimbangkan berdasarkan kemampuan suami. Hal tersebut sesuai 

ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 (SEMA 

No. 3 Tahun 2018) - III. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf 

A angka 2. Nafkah madhiyah adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau 

                                                           
9
 Mukti Arto, 1998, Praktek Perdata pada Pengadilan Agama, cet.ke-2, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, hlm. 202. 
10

 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU 

Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 6401 Tahun 2019, Ps. 41. 
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tidak dilaksanakan oleh bekas suami kepada bekas isteri saat keduanya 

masih terikat perkawinan.11 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 

hukum perkawinan di Indonesia mengatur kewajiban suami akibat cerai 

talak terhadap isteri adalah berupa kewajiban nafkah sebagaimana 

ketentuan Pasal 149 KHI, nafkah iddah dan nafkah madhiyah. 

Berbeda halnya dengan fikih, Hukum Indonesia melalui regulasi 

internal lembaga peradilan telah mengatur tata cara dan waktu penyerahan 

beban kewajiban akibat cerai, beberapa diantaranya nafkah mut‟ah, nafkah 

iddah dan mafkah madhiyah yaitu sebelum diucapkan ikrar talak di sidang 

Pengadilan.12 Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak isteri yang 

diceraikan dan bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017 (PERMA No. 3 Tahun 2017) Tentang Pedoman Mengadili 

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.  Menurut Pasal 70 ayat (6) 

UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 71 KHI, ikrar talak harus diucapkan maksimal 

6 bulan sejak hari sidang ditetapkan. Jika tidak, maka putusan perceraian 

gugur secara hukum, suami-istri kembali berstatus menikah dan timbul 

persoalan hukum dan sosial, terutama jika mereka telah berpisah secara de 

facto. 

Pengadilan Agama Cibinong sebagai salah satu lembaga peradilan 

yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian (in 

casu cerai talak) Tahun 2024,  menerima Pemohon  cerai talak sejumlah 1.728 

sebanyak 16  (enam belas perkara ) di antaranya gugur karena tidak 

diucapkan ikrar talak sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Hal ini 

                                                           
11

 Syaiful Hidayat, 2018, “Pemenuhan Nafkah mut‟ah, Iddah dan Madhiyah Isteri sebagai 

syarat penjatuhan talak dalam Peradilan Agama di Indonesia”, Tafaqquh:Jurnal Penelitian dan Kajian 

Keislaman, 6 (2), 181-195 hlm. 188  

https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/144/112  
12

 Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 1. 

https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/144/112
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menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak isteri serta anak.13 

Berdasarkan uraian di atas, Penulis akan melakukan menganalisis terkait 

Perlindungan Hak Isteri Atas Tidak diucapkannya Ikrar Talak Pasca Putusan 

Pengadilan  (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong). 

B. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan perundang-undang dan  kasus bersifat preskriptif.  Pengumpulan 

data dilakukan melalui teknik penelitian lapangan (field research) yaitu 

wawancara (interview) dan/atau kuisioner, dokumentasi dan studi 

kepustakaan serta hasil penelitian disusun secara sistematis untuk 

memperoleh kejelasan objek permasalahan dari penelitian. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Ketentuan Hukum Ikrar Talak dalam Sistem Hukum Peradilan Agama 

di Indonesia 

Ketentuan perceraian di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-

undang dimana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan.14 

Keharusan dilakukan di sidang pengadilan merupakan bentuk ijtihadiyah 

yang bertitik tolak pada kebiasaan suami yang hendak menceraikan isteri 

terlebih dahulu memberitahukannya kepada hakim Pengadilan Agama 

dengan tujuan mengembalikan semuanya pada kerukunan rumah tangga, 

                                                           
13

 Data Perkara SIPP Pengadilan Agama Cibinog, diakses tanggal 14 Februari 2025, 

https://sipp.pa-cibinong.go.id/  
14

 Arso Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 2013, Hukum Perkawinan di Indonesia, PT Bulan 

Bintang, Jakarta, hlm. 37. 

https://sipp.pa-cibinong.go.id/
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atau dengan kata lain agar hakim mengadakan upaya perdamaian pada 

kedua belah pihak.15  

 Dalam perceraian diharuskan adanya alasan-alasan yang diatur dalam 

aturan hukum serta dilakukan di sidang pengadilan merupakan 

implementasi dari prinsip mempersukar perceraian. Tujuanya agar 

melindungi isteri dari kesewenang-wenangan pihak suami menjatuhkan 

talak terhadap Isteri.16 Dengan demikian, seorang suami tidak mudah 

menceraikan isterinya tanpa alasan yang sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku, meskipun dalam fikih perceraian merupakan hak prerogatif dari 

suami yang dapat dilakukan di manapun dan kapanpun. Akan tetapi, untuk 

menjaga kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat terutama para 

isteri dan anak-anak, negara ikut mengintervensi talak yaitu harus dilakukan 

di sidang pengadilan. 

Dalam hal perkara cerai talak telah diajukan kepada Pengadilan Agama, 

Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak setelah permonannya dikabulkan 

oleh Pengadilan Agama. Esensi dari permohonan tersebut adalah meminta 

izin kepada Pengadilan Agama agar Pemohon dapat menjatuhkan talak 

terhadap isterinya di persidangan Pengadilan Agama tersebut. Maka, hak 

menjatuhkan talak tetap berada pada suami, sedangkan putusan pengadilan 

dalam perkara tersebut hanya bersifat perizinan. Dengan demikian, 

putusnya perkawinan dalam perkara cerai talak terjadi setelah Pemohon 

mengucapkan ikrar talak di persidangan bukan pada saat pembacaan 

                                                           
15

 Makinudin, 2011, “Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan 

Kaidah Tafsir „Amr Dan „Am)”, Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 1 (1), 55-

84, hlm. 76  

https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1313 
16

 Duski Ibrahim, Op. Cit. hlm.109 

https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1313
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putusan oleh majelis hakim.17 Berbeda halnya dengan perkara cerai gugat, 

yaitu perkawinan putus berdasarkan putusan pengadilan.  

Setelah Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai talak 

Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak raj‟i 

terhadap isterinya, Pengadilan kemudian menetapkan hari sidang 

penyaksian ikrar talak oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon kembali 

dipanggil menghadap ke persidangan untuk agenda penyaksian ikrar talak 

tersebut. Apabila Termohon tidak hadir setelah dipanggil dengan panggilan 

yang sah, sedangkan Pemohon telah hadir di persidangan, maka sidang ikrar 

talak tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (Vide Pasal 70 ayat (5) uu 

No. 7 Tahun 1989). Sebaliknya, apabila  Pemohon tidak hadir atau tidak 

memerintahkan wakilnya yang sah menghadiri persidangan, maka 

pengucapan ikrar talak ditunda sampai dengan Pemohon datang melapor ke 

Pengadilan untuk kembali ditetapkan hari penyaksian ikrar talak. Laporan 

tersebut dapat diterima selama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan 

sejak penetapan hari sidang ikrar talak yang pertama, jika selama dalam 

waktu 6 (enam) bulan tersebut Pemohon tidak melapor dan tidak 

mengucapkan ikrar talak, maka kekuatan putusan cerainya gugur (vide Pasal 

70 ayat (6) UU NO. 7 Tahun 1989) dan perceraian tidak dapat diajukan 

kembali dengan alasan yang sama. Dengan demikian, Negara masih 

menganggap Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan 

terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum. 

Meskipun ketentuan perundang-undangan sudah sangat jelas mengatur 

perceraian hanya dapat dilakukan di persidangan, tetapi tidak sedikit 

masyarakat di Indonesia yang menganggap talak yang dijatuhkan seorang 

suami baik secara tertulis maupun lisan di luar persidangan dianggap sah. 

                                                           
17

 Dadang Karim, Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

tanggal 18 Maret 2025. 
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Hal tersebut disebabkan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, 

mayoritas penduduk beragama Islam di Indonesia adalah bermazhab Syafi‟I 

yang memiliki doktrin bahwa talak tidak memerlukan pihak ketiga selama 

rukun dan syarat talak telah terpenuhi.18 Kemudian beberapa ahli fikih 

berpendapat bahwa perceraian tetap sah secara agama Islam bila dilakukan 

di luar pengadilan dan imam mazhab seperti Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi 

berpandangan bahwa tidak ada suatu keharusan perceraian itu dilakukan di 

pengadilan.19  

Oleh karena hukum Islam telah menjadi bagian dari nilai-nilai 

kehidupan masyarakat di Indonesia, tidak sedikit masyarakat khususnya 

pencari keadilan di Pengadilan Agama Cibinong mengajukan cerai dengan 

dalil bahwa suami telah menjatuhkan talak baik lisan maupun tertulis. Akan 

tetapi, Hakim-Hakim pada Pengadilan Agama Cibinong tidak menganggap 

sah talak di luar persidangan tersebut, melainkan memeriksa kembali 

perkara yang diajukan berdasarkan syarat-syarat dan alasan-alasan yang 

telah ditentukan peraturan perundang-undangan, karena perceraian 

dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan20 hal ini seseuai 

dengan aturan Pasal 65 KHI.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan 

hukum yang berlaku baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-

Undang Peradilan Agama dan KHI, dapat disimpulkan bahwa perceraian 

hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan. Tidak terkecuali cerai talak, 

dalam perkara a quo putusnya perkawinan baru terjadi setelah Pemohon 

                                                           
18

  Muhammad Jazil Rifqi, 2021, “Sejarah Sosial Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama 

dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia” Al Hukama The Indonesian Journal of Islamc 

Family Law, 11 (2), 55-84, hlm. 57  

https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1313/956 
19

 Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal, Op. Cit, hlm.3 
20

Achmad Cholil, Hakim Pembina Tingkat I, Wakil Ketua Pengadilan Agama Cibinong, 

Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2025. 

https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1313/956
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mengucapkan ikrar talak di sidang Pengadilan dalam tenggang waktu 6 

(enam) bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak setelah putusan 

Pengadilan berkekuatan hukum tetap.  

B. Faktor Penyebab Pemohon tidak  Mengucapkan Ikrar Talak Pasca 

Putusan di Pengadilan Agama Cibinong 

Adapun faktor penyebab suami tidak mengucapkan ikrar talak pasca 

putusan di pengadilan Agama Cibinong adalah sebagai berikut:  

1. Pemohon menyanggupi kewajiban akibat cerai (nafkah) sesuai 

kesepakatan di persidangan, tetapi saat akan ikrar talak Pemohon tidak 

mampu membayarnya. 

2. Pemohon dan Termohon kembali rukun 

3. Kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab Pemohon terhadap 

kewajiban akibat cerai21 

4. Tidak memahami kewajiban hukum yang harusnya dilaksanakan.22 

5. Biaya perkara yang sudah tidak cukup untuk dilakukan pemanggilan. 

6. Termohon yang berkeinginan cerai sedangkan Pemohon keberatan dan 

dipaksa untuk mengajukan cerai ke Pengadilan. 

7. Panggilan sidang tidak sampai kepada Pemohon (tidak sah). 

8. Putusan tingkat banding yang menambah nominal kewajiban akibat 

perceraian. 

9. Pemohon tidak mampu membayar kewajiban nafkah akibat perceraian.23  

10. Pengetahuan yang keliru terhadap putusan Pengadilan. 

11. Pemohon yang berada di luar daerah atau luar negeri. 

12. Kesengajaan Pemohon untuk menggantung Termohon. 

                                                           
21

 Ratna Jumila, Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

tanggal 18 Maret 2025 
22

 Ratna Jumila, Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

tanggal 18 Maret 2025 
23

 Efi Nurhafisah, Hakim Pembina Utama Muda Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

tanggal 18 Maret 2025 
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Pengadilan Agama Cibinong sebagai salah satu Lembaga Peradilan 

Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan 

penegakan hukum dan keadilan, terdapat 16 (enam belas) perkara cerai talak 

yang gugur akibat tidak diucapkan ikrar talak, perkara-perkara tersebut 

didaftarkan mulai dari bulan Januari 2024 dan gugur sampai bulan 

Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel 4.1.  

Data Perkara Cerai Talak yang tidak diucapkan ikrar talak tahun 2024 

 

No Nomor Perkara Kewajiban 

Akibat Cerai 

Putus Gugur 

1.  41/Pdt.G/2024/PA.Cbn - 15 Januari 

2024 

13 Agustus 

2024 

2. 179/Pdt.G/2024/PA.Cbn - 25 Januari 

2024 

3 

November 

2024 

3. 595/Pdt.G/2024/PA.Cbn - Iddah: Rp 

2.225.000,00; 

- Muth‟ah: Rp 

350.000,00 

13 Maret 

2024 

29 

September 

2024 

4. 656/Pdt.G/2024/PA.Cbn - 21 Februari 

2024 

20 

September 

2024 

5. 811/Pdt.G/2024/PA.Cbn - Iddah: Rp 

4.500.000,00; 

19 Februari 6 

September 
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- Muth‟ah: Rp 

0,5 gram mas 

antam 

2024 2024 

6. 976/Pdt.G/2024/PA.Cbn - Iddah: Rp 

1.500.000,00; 

- Muth‟ah: Rp 

1.500.000,00 

28 Februari 

2024 

20 

September 

2024 

7. 1065/Pdt.G/2024/PA.Cbn - Iddah: Rp 

3.000.000,00; 

- Muth‟ah: Rp 

7.000.000,00 

29 Mei 2024 14 

Desember 

2024 

8. 1247/Pdt.G/2024/PA.Cbn - 5 Maret 

2024 

2 Oktober 

2024 

9. 1364/Pdt.G/2024/PA.Cbn - 28 Maret 

2024 

3 

November 

2024 

10. 1501/Pdt.G/2024/PA.Cbn - Iddah: Rp 

2.500.000,00; 

- Muth‟ah: Rp 

500.000,00 

18 Maret 

2024 

31 Oktober 

2024 

11. 1660/Pdt.G/2024/PA.Cbn - 18 Maret 

2024 

17 Oktober 

2024 

12. 1805/Pdt.G/2024/PA.Cbn - 23 April 

2024 

15 

November 
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2024 

14. 1841/Pdt.G/2024/PA.Cbn - Iddah: Rp 

12.000.000,00 

- Muth‟ah: Rp 

3.000.000,00 

06 Juni 2024 25 

Desember 

2024 

15 2742/Pdt.G/2024/PA.Cbn - 4 Juni 2024 21 

Desember 

2024 

16. 2846/Pdt.G/2024/PA.Cbn - Iddah: Rp 

6.000.000,00; 

- Muth‟ah: Rp 

10.000.000,00 

- Kiswah: Rp 

1.500.000,00 

15 Juni 2024 30 

Desember 

2024 

 

Perkara-perkara tersebut di atas adalah perkara yang tidak diucapkan 

ikrar talak selama tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak penetapan hari 

penyaksian ikrar talak. Perkara-perkara tersebut kemudian gugur akibat 

tidak diucapkan ikrar talak oleh Pemohon di persidangan dalam tenggang 

waktu yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Adapun 16 

(enam belas) perkara tersebut terdiri dari 8 (delapan) perkara tidak ada 

kewajiban akibat perceraian dan 8 (delapan) perkara lainnya terdapat 

kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah iddah dan nafkah muth‟ah.24 

                                                           
24

 Pengadilan Agama Cibinong, Data Perkara SIPP Pengadilan Agama Cibinog, https://sipp.pa-

cibinong.go.id/ diakses tanggal 15 Maret 2024. 

https://sipp.pa-cibinong.go.id/
https://sipp.pa-cibinong.go.id/
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Selanjutnya, terdapat 5 (lima) perkara yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.2. 

Putusan Pengadilan Agama Cibinong yang menjadi sampel dalam 

penelitian 

 

No Nomor Perkara Kewajiban Akibat 

Cerai 

Faktor Tidak 

Mengucapkan Ikrar 

Talak 

1. 41/Pdt.G/2024/PA.Cbn - Rukun/Damai 

2. 1065/Pdt.G/2024/PA.Cbn - Iddah: Rp 

3.000.000. 

- Muth‟ah: Rp 

7.000.000 

Tidak mampu 

membayar 

kewajiban akibat 

perceraian 

3. 1660/Pdt.G/2024/PA.Cbn - Rukun/Damai 

4. 1841/Pdt.G/2024/PA.Cbn - Iddah: Rp 

12.000.000. 

- Muth‟ah: Rp 

3.000.000. 

Tidak mampu 

membayar 

kewajiban akibat 

perceraian 

5. 2846/Pdt.G/2024/PA.Cbn - Iddah: Rp6.000.000. 

- Muth‟ah: 

Rp10.000.000 

- Kiswah: Rp 

1.500.000. 

Tidak mampu 

membayar 

kewajiban akibat 

perceraian 
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Pihak Pemohon dalam perkara-perkara tersebut kemudian dijadikan 

responden melalui kuisioner dalam penelitian ini dan berikut hasil kuisioner 

dalam table 4.3 dibawah ini :  

Tabel. 4.3 

Data Hasil Kuisioner Perkara Cerai Talak yang tidak diucapkan ikrar 

talak   

Nama Pekerja

an 

Jenis 

Pihak  

Nomor 

Perkara  

Alasan  

Tidak 

mengucap

kan ikrar 

dalam 

rumah 

tangga 

Masih 

Tinggal 

dengan 

suami 

atau 

tidak  

Sudah 

menikah 

dengan 

orang 

lain atau 

tidak  

Septian 

Maulana 

Hamzah 

Wirasw

asta  

Pemohon  16660/P

dt.G/20

24/PA.

Cbn 

Rujuk  

(damai)  

Ya Tidak 

H. Rian 

bin. 

H. 

mahmu

d 

Pensiun  Kuasa 

Hukum 

Pemohon  

1841/Pd

t.G/202

4/PA. 

Cbn 

Tidak bisa 

membayar 

beban 

nafkah 

Iddah/Mut

ha,ah 

Tidak Tidak 

Sulaema

n  

Pengac

ara 

Kuasa 

Hukum 

41/Pdt.

G/2024

Tidak bisa 

membayar 

Tidak Tidak 
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Pemohon /PA/Cb

n 

beban 

nafkah 

Iddah/Mut

ha,ah 

Jaelani 

bin H. 

Marhadi  

Karyaw

an 

Swasta 

(Sapta) 

Pemohon 1065/Pd

t.G/202

4/PA.C

bn 

Rujuk  

(damai) 

Ya Tidak 

Maxmili

n Arly 

Wirasw

asta 

Pemohon 2846/Pd

t.G/202

4/PA.C

bn 

Tidak bisa 

membayar 

beban 

nafkah 

Iddah/Mut

ha,ah 

Tidak Tidak 

 

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada pihak berperkara 

(in casu Pemohon) baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, 

telah diperoleh data bahwa 60% faktor penyebab Pemohon tidak 

mengucapkan ikrar talak disebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi 

kewajiban akibat perceraian yaitu membayar nafkah iddah, nafkah muth‟ah 

dan/atau nafkah Kiswah. Kemudian 40% faktor penyebab Pemohon tidak 

mengucapkan ikrar talak adalah karena damai di luar persidangan atau 

kembali rukum untuk membina rumah tangganya. 

Dalam Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 29 Mei 2024, 

Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar nafkah iddah sejumlah 
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Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan dalam waktu 3 (bulan) selama 

termohon menjalani masa iddah sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga 

juta rupiah). Hakim memutus sesuai tuntutan termohon dengan 

mempertimbangkan rasa keadilan, berasaskan kemaslahatan serta 

kebutuhan biaya hidup Termohon setiap bulan. Selain itu, majelis hakim 

juga menghukum Termohon membayar muth‟ah berupa uang tunai 

sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah). Besaran muth‟ah tersebut 

berbeda dengan tuntutan Termohon yaitu mas kawin seberat 15 (lima belas) 

gram, tetapi Pemohon membantah besaran mas kawin saat awal menikah 

adalah 5 (lima) gram. Atas dasar pertimbangan kelayakan/kepatutan dan 

kewajaran dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon dan lamanya 

usia perkawinan yaitu 20 (dua puluh) tahun, majelis berpendapat muth‟ah 

yang pantas dan patut adalah uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta 

rupiah). 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon bekerja 

sebagai satpam tetapi tidak diketahui pasti penghasilan bulanan Pemohon.25 

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang anggota majelis dalam 

perkara a quo menyatakan, kewajiban akibat perceraian dalam putusan 

tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutuan, di persidangan 

tidak terbukti secara jelas penghasilan Pemohon setiap bulannya, tetapi 

Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai satpam, dan lamanya 

perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu 20 (dua puluh) tahun.26 

Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 6 Juni 2024, Majelis 

Hakim menghukum Pemohon membayar kewajiban akibat perceraian 

berupa nafkah iddah selama Termohon menjalani masa iddah dalam waktu 

                                                           
25

 Pengadilan Agama Cibinong, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 

1065/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 29 Mei 2024,  
26

 Khabib Sholeh, Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

pada tanggal 18 Maret 2025. 
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3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dan muth‟ah 

berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Besaran 

kewajiban akibat cerai tersebut adalah berdasarkan kesepakatan antara 

Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi berdasarkan laporan hasil 

mediasi tanggal 14 Mei 2024. Kesepakatan tersebut kemudian dikuatkan 

dalam putusan Pengadilan Nomor 1841/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 6 Juni 

2024.27  

Terhadap perkara a quo, Majelis Hakim tidak menetapkan besaran 

kewajiban akibat cerai karena sudah disepakati oleh para pihak saat 

pelaksanaan mediasi bersama mediator. Meskipun demikian, Majelis hakim 

juga sudah memastikan kembali kesepakatan tersebut kepada para pihak 

saat sidang laporan hasil mediasi, Pemohon dan Termohon membenarkan 

dan menyetujui kesepakatan tersebut, dengan demikian majelis hakim tidak 

lagi menetapkan besaran jumlah kewajiban akibat perceraian yang 

dibebankan kepada Pemohon.28 

Selanjutnya, Putusan Nomor 2846/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 15 Juni 

2024, Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar nafkah iddah 

sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), muth‟ah berupa uang tunai 

sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kiswah selama masa 

iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Besaran 

nafkah tersebut berbeda dengan tuntutan Termohon yaitu, nafkah madhiyah 

sejumlah Rp 6.000.000,00 x 51 bulan = Rp 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta 

rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua 

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), muth‟ah berupa Emas Mulia seberat 

50 gram atau dirupiahkan sejumlah uang tunai sejumlah Rp68.000.000,00 

                                                           
27

Pengadilan Agama Cibinong, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 

1841/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 6 Juni 2024 
28

 Dadang Karim, Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

tanggal 18 Maret 2025. 
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(enam puluh delapan juta rupiah) dan Kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima 

juta rupiah).  

Sehingga dalam persidangan Pemohon terbukti memiliki usaha hotel di 

Griya Astuti Lembah Nyiur bekerja sama dengan Reddors di Area Obelix 

Urbanview. Terhadap tuntutan nafkah madhiyah, majelis hakim 

berpendapat bahwa baik Pemohon ataupun Termohon tidak dapat 

membuktikan adanya nafkah terhutang tersebut di samping itu Majelis 

Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sejak Maret 2020 

sampai maret 2024 sudah pisah rumah dan masing-masing tidak 

menjalankan kewajibannya maka tidak adil jika satu pihak dibebani dalam 

hal ini Pemohon sebagai suami untuk menjalankan kewajibannya sedangkan 

pihak lain juga dalam hal ini Termohon sebagai isteri tidak menjalankan 

kewajibannya, oleh karenanya nafkah terhutang (Madliyah) harus ditolak.29 

Selanjutnya nafkah iddah, di samping tuntutan Termohon sejumlah 

Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Pemohon 

menolak dan hanya mampu membayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus 

ribu rupiah), Majelis berpendapat nafkah iddah yang patut dibayarkan oleh 

Pemohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan 

mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari Termohon dan kemampuan 

Pemohon yang terbukti memiliki penghasilan setiap bulan Rp6.000.000,00 

(enam juta rupiah).  

Kemudian muth‟ah berupa Emas Mulia sebesar 50 (lima Puluh) gram 

atau dirupiahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp 68.000.000,00 (enam puluh 

delapan juta rupiah), sedangkan Pemohon keberatan dan bersedia dengan 

uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dakam hal ini 

Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon dengan 

                                                           
29

 Pengadilan Agama Cibinong, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 

2846/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 15 Juni 2024 
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penghasilan bulanannya serta memperhatikan kesehatan pemohon dan 

lamanya usia pernikahan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim 

menghukum Pemohon membayar muth‟ah berupa uang tunai sejumlah 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

Terakhir, tuntutan nafkah kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah), Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar nafkah kiswah 

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas dasar 

pertimbangan kelayakan dan kemampuan Pemohon. Terhadap 

pertimbangan majelis hakim tersebut, Pemohon menyatakan puas dan tidak 

keberatan, hanya saja Pemohon membutuhkan waktu untuk mengumpulkan 

kewajiban akibat perceraian sebagaimana dalam putusan a quo. Di samping 

itu, ketidaktahuan Pemohon mengenai tenggang waktu 6 bulan juga menjadi 

salah satu faktor penyebab Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak dalam 

kurun waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang meskipun dalam 

persidangan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya.30  

Namun demikian, terhadap ketidaktahuan Pemohon tersebut salah 

satu hakim anggota menyebutkan bahwa terdapat asas hukum yaitu fictie 

hukum yang bermakna setiap orang dianggap tahu hukum sehingga alasan 

ketidaktahuan tidak bisa menjadi alasan Pemohon tidak mengucapkan ikrar 

talak dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang, terlebih 

lagi Pemohon juga memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum yang pasti 

mengetahui ketentuan hukum tersebut.31  

Berdasarkan hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Cibinong yang 

putusannya menjadi data dalam penelitian ini menyebutkan bahwa terhadap 

perkara yang gugur dan tidak ada kewajiban akibat perceraian, dapat terjadi 

                                                           
30

 Maxmilian Arly Supit bin Arie Adrian Supit, Pemohon dalam perkara 

2846/Pdt.G/2024/PA.Cbn, wawancara, 21 April 2025. 
31

 Dadang Karim, Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

tanggal 18 Maret 2025. 
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disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berdamai di luar sidang 

pengadilan atau rukun untuk kembali membina rumah tangga atau relaas 

panggilan ikrar tidak sampai kepada Pemohon, sedangkan terhadap perkara 

yang gugur dan terdapat kewajiban akibat perceraian dapat terjadi salah 

satunya karena Pemohon tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah 

kemudian pihak Termohon tidak berkenan memberi keringanan 

pembayaran seperti dengan mengansur pembayaran dalam waktu 6 (enam) 

bulan atau setelah diucapkan ikrar talak di persidangan.32 

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang dapat 

menyebabkan suatu aturan hukum dapat berjalan secara efektif, yaitu faktor 

hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas 

pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya 

hukum. Kelima hal tersebut saling mempengaruhi dan berhubungan antara 

yang satu dengan lain dalam mempengaruhi efektifitas penegakan hukum 

dalam kenyataan empiris. Selama ini faktor yang paling berpengaruh 

terhadap terabaikannya hak dan perlindungan perempuan adalah 

disebabkan karena masyarakat itu sendiri. 

C. Implementasi Perlindungan Hak Isteri yang tidak diucapkan ikrar 

talak di Sidang Pengadilan Agama Cibinong 

Pengadilan Agama Cibinong menjalankan prinsip mempersukar 

perceraian untuk menjaga keutuhan rumah tangga, namun tetap memastikan 

perlindungan hukum bagi isteri yang dirugikan.  Dalam hal ini Mahkamah 

Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait pemenuhan 

hak isteri pasca perceraian. Kewenangan inilah yang disebut dengan fungsi 

                                                           
32

 Khabib Sholeh, Budi Purwantini dan Dadang Karim, Hakim Pembina Utama Madya 

Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, pada tanggal 18 Maret 2025; 
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pengaturan atau regelende.33 Selain wewenang regelende, MA juga mengatur 

kewenangan rule making power untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang tidak diatur secara. Sejak pemberlakuan sistem kamar 

pada tahun 2012 sampai dengan 2024, MA  telah menyelenggarakan 13 (tiga 

belas) kali rapat pleno kamar untuk merumuskan beberapa kebijakan 

hukum. Rapat pleno kamar memiliki beberapa tujuan diantaranya:34 

1) Menciptakan kesatuan penerapan hukum untuk meminimalisir 

terjadinya disparitas putusan; dan 

2) Menjawab beberapa persoalan hukum yang tidak diatur secara spesifik 

oleh peraturan perundang-undangan. 

Hasil rapat pleno tersebut kemudian dipublikasikan dalam bentuk SEMA. 

Selain SEMA, Mahkamah Agung juga sering mengeluarkan kebijakan yang 

bersifat mengatur atau dikenal dengan PERMA. Perbedaannya adalah 

SEMA merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke 

seluruh jajaran peradilan yang memuat bimbingan dalam penyelenggaraan 

peradilan yang bersifat administrasi.35 Sedangkan PERMA adalah peraturan 

yang bersifat khusus dibuat oleh Mahkamah Agung36 termasuk pada 

peraturan perundang-undangan yang diakui dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan 

memuat ketentuan mengenai hukum acara. Bila ditinjau dari kekuatannya, 

SEMA hanya mengikat lembaga badan peradilan karena tergolong 

peraturan kebijakan yang berfungsi sebagai bagian dari operasional 

                                                           
33

 Henry P. Panggabean, 2001, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari, Sinar 

Harapan, Jakarta, hlm. 143.  
34

 Amran Suadi, Op. Cit. hlm. 47 
35

 Henry P. Panggabean, Op.Cit. hlm. 144 
36

 Jimly Asshiddiqie, 2011, Konstirusi dan Konstirusionalisme, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 

288. 
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penyelenggaraan tugas-tugas di lingkungan badan beradilan.37 Sedangkan 

PERMA mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan.38 

Salah satu kebijakan  Mahkamah Agung tentang perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak isteri. Seperti halnya, PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang 

tujuannya tidak lain untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang 

setara dalam memperoleh keadilan. Kemudian ada  SEMA yang mengatur 

tentang perlindungan dan pemenuhuan hak isteri dalam perkara perceraian 

diantaranya: 

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 – C Kamar Agama Tahun 2017 angka 1 

menyebutkan,  

“Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi 

perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka 

pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, 

dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan 

kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat 

dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar 

kewajiban tersebut pada saat itu.” 

 

Dalam hal ini dapat dipaparkan bahwa negara telah memberikan 

perlindungan hukum kepada isteri yang tidak diucapkan ikrar talak pasca 

                                                           
37

 Ridwan, 2014, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 

145. 
38

 Nafiatul Munawaroh, 2023, Kekuatan Hukum Produk MA: PERMA, SEMA, FATWA dan SK 

KMA, Hukum Online.com, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-

ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/
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putusan oleh suaminya di depan persidangan, hal ini dilakukan dalam 

beberapa bentuk sebagai berikut: 

1. Tenggang Waktu Pennyaksian Ikrar Talak 

Aturan hukum di Indonesia memberi tenggang waktu bagi suami 

untuk mengucapkan ikrar talak di persidangan setelah putusan Pengadilan 

berkekuatan hukum tetap yaitu dalam kurun waktu 6 (enam)  bulan sejak 

ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak oleh Pengadilan. Hal tersebut 

sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang 

Peradilan Agama.  

Tenggang waktu tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan fikih 

yang tidak mengenal dan mengatur tenggang waktu bagi suami untuk 

mengucapkan talak terhadap isteri bahkan perceraian tidak harus melalui 

Pengadilan. Selama rukun talak terpenuhi, maka telah jatuh talak suami 

kepada isteri.39 akan tetapi, menurut Ketua Kamar Muda Mahkamah Agung, 

YM Yasardin mengatakan hakikat dari tenggang waktu 6 bulan tersebut 

adalah memberikan waktu kepada suami untuk memikirkan lagi atau 

memantapkan hati akan kehendak cerainya agar tidak terjadi penyesalan di 

masa yang akan datang. Karena tidak sedikit pihak yang mengajukan cerai 

ke Pengadilan Agama dalam kondisi hati yang penuh amarah, sehingga 

dengan adanya tenggang waktu tersebut suami dapat berpikir jernih dan 

memantapkan hatinya sebelum mengikrarkan talak kepada isterinya di 

Pengadilan.40 

Selaras dengan pendapat tersebut di atas, para hakim di Pengadilan 

Agama Cibinong menyebutkan, bahwa tenggang waktu 6 (enam) bulan 

memberikan waktu kepada Pemohon dan Termohon untuk berpikir kembali 

                                                           
39

 Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal, Op.Cit., hlm.38 
40

 Yasardin, Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024-

sekarang, Wawancara, tanggal 24 April 2025. 
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agar membina rumah tangga sebelum Pemohon menjatuhkan ikrar talak. 

Hal tersebut beranjak dari prinsip Undang-Undang Perkawinan yaitu 

mempersukar perceraian, maka negara melalui lembaga yudikatif 

menjadikan prinsip tersebut sebagai prinsip dasar dalam mengadili perkara 

perceraian. Di samping itu, tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut juga 

dapat digunakan Pemohon untuk menyiapkan kewajiban akibat perceraian 

berupa nafkah-nafkah sesuai putusan hakim.41  

Dengan demikian aturan hukum tersebut pada dasarnya adalah solusi 

bagi Pemohon dan Termohon untuk meyakinkan diri mengakhiri atau 

mempertahankan rumah tangganya serta menjadi kesempatan Pemohon 

dalam menyiapkan kewajibannya sebelum mengucapkan ikrar talak di 

persidangan. Karena kewajiban akibat cerai harus diberikan oleh Pemohon 

sebelum mengucapkan ikrar talak di persidangan kecuali Termohon tidak 

keberatan jika kewajiban akibat cerai tersebut tidak dibayarkan pada saat itu 

juga, sesuai ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 – C Kamar Agama angka 1.  

2. Penentuan Besaran Kewajiban Akibat Perceraian 

Pengadilan Agama selaku lembaga peradilan yang memutus perkara 

perceraian dapat melakukan upaya preventif agar ikrar talak dapat 

diucapkan. Namun Pengadilan tidak berhak memaksa pihak bercerai, 

apabila kedua belah pihak telah mengkehendaki perceraian, maka keduanya 

akan mengusahakan hal tersebut tanpa harus hakim mempermudah 

perceraian tersebut.42 Berdasarkan hasil angket/kuisioner kepada para pihak 

dan/atau kuasa hukumnya, bahwa sebagian besar putusan cerai talak yang 

terdapat kewajiban akibat perceraian tidak diucapkan ikrar talak oleh 

Pemohon disebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban 

                                                           
41

  Ratna Jumila, Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

tanggal 18 Maret 2025. 
42

  Achmad Cholil dan Ratna Jumila, Hakim pada Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

pada tanggal 18 Maret 2025. 
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akibat perceraian yaitu nafkah iddah, mut‟ah dan nafkah madhiyah. 

Meskipun sebagaimana putusan Nomor 1841/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 6 

Juni 2024, besaran kewajiban akibat perceraian merupakan kesepakatan para 

pihak, namun Pemohon tetap tidak mengucapkan ikrar talak dengan alasan 

tidak mampu membayar kewajiban tersebut. Hal demikianlah yang menjadi 

salah satu alasan diperlukannya peran aktif negara untuk melindungi hak-

hak isteri dari tindakan yang merugikan. 

Kemudian, terhadap besaran kewajiban akibat perceraian yang 

ditetapkan oleh majelis hakim, perlu dilakukan dengan memperhatikan 

kemampuan suami dan kelayakan atau kepatutan berdasarkan kebutuhan 

dasar hidup isteri. Sebagaimana diatur dalam SEMA No.  3 Tahun 2018 – III. 

Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2.  

Berdasarkan hal tersebut hakim dalam menentukan besaran kewajiban 

akibat cerai harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan. 

Keadilan dan kepatutan diperoleh dengan menggali kemampuan suami dan 

juga kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari isteri. Seperti halnya praktik di 

Pengadilan Agama Cibinong, dalam menentukan nafkah iddah, hakim 

terlebih dahulu menggali besaran nafkah yang biasa diberikan Pemohon saat 

masih rukun dengan Termohon, kemudian kemampuan suami saat itu. 

Selanjutnya hakim menggali biaya kehidupan dasar masyarakat di 

Kabupaten Bogor umumnya dan di lingkungan tempat tinggal Termohon 

khususnya. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim akan menentukan 

besaran nafkah iddah yang kemudian dituangkan dalam putusan.43 Hal 

tersebut di atas akan dikesampingkan hakim apabila terdapat kesepakatan 

akibat cerai antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi. 

                                                           
43

 Khabib Sholeh, Budi Purwantini dan Efi Nurhafisah, Hakim pada Pengadilan Agama 

Cibinong, wawancara, pada tanggal 18 Maret 2025. 
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Selanjutnya, dalam menentukan besaran nafkah muth‟ah, terdapat 

beberapa metode yang digunakan di Pengadilan Agama Cibinong, yaitu;  

a) Berdasarkan besaran mahar saat menikah kemudian lamanya berumah 

tangga dan alasan cerai yang diakibatkan oleh Pemohon atau 

Termohon;44 

b) Berdasarkan mas kawin, kelayakan dan kepatutan berdasarkan status 

personal Pemohon, lamanya perkawinan dan nafkah saat rukun.45 

c) Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kemampuan suami, 

lamanya pernikahan dan besaran nafkah saat menikah.46 

d) Berdasarkan keadilan dan kepatutan, bernilai manfaat untuk isteri, dan 

diatas pernikahan 5 tahun menggunakan metode pendapat Abu Zahra 

yaitu nafkah bulanan saat rukun kemudian dikali 12 bulan.47 

3. Pelaksanakan Pemenuhan Kewajiban Akibat Perceraian 

Setelah menentukan besaran nafkah sebagai kewajiban akibat 

perceraian dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan 

tersebut, selanjutnya majelis hakim dapat menasihati Pemohon mengenai 

kewajiban tersebut baik menurut hukum negara maupun hukum agama 

guna menumbuhkan kesadaran hukum Pemohon untuk memenuhi 

kewajibannya.48 Kesadaran hukum merupakan salah satu poin penting yang 

mendorong Pemohon mau memenuhi kewajiban akibat cerai sehingga ikrar 

talak dilaksanakan dan hak isteri atas kewajiban cerai tersebut juga dapat 

terpenuhi. Selain itu, hakim dapat bersikap aktif untuk menyampaikan 

                                                           
44

 Budi Purwantini, Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

pada tanggal 18 Maret 2025. 
45

  Khabib Sholeh, Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

pada tanggal 18 Maret 2025. 
46

 Efi Nurhafisah, Hakim Pembina Utama Muda Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

tanggal 18 Maret 2025. 
47

 Ratna Jumila, Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

tanggal 18 Maret 2025. 
48

 Ratna Jumila, Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

tanggal 18 Maret 2025. 
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pemikiran atau saran bagi kedua belah pihak ketika Pemohon tidak dapat 

memenuhi kewajiban akibat cerai pada saat sidang ikrar yang ditentukan, 

misalnya menawarkan Termohon untuk menerima pembayaran secara 

angsuran dari Pemohon.49  

Termohon juga dapat ikut andil untuk mencegah gugurnya putusan 

ikrar talak yaitu dengan bersikap koperatif dan memberikan keringanan 

dalam teknis pembayaran kewajiban akibat perceraian. Karena tidak sedikit 

perkara cerai talak yang tidak diucapkan ikrar talak karena isteri yang tidak 

koperatif dan enggan memberi keringanan dalam pembayaran kewajiban 

akibat cerai, misalnya melalui cicil/angsur, namun demikian hal tersebut 

juga terjadi karena hilangnya kepercayaan isteri terhadap suaminya selama 

dalam perkawinan.50 Selain memberi keringanan, Termohon juga diberi 

ruang untuk memilih antara mempertahankan atau melepas haknya terkait 

kewajiban akibat cerai tersebut agar ikrar talak tetap dilaksanakan pada saat 

itu.  

Hal ini sebagaiaman diatur dalam  SEMA No. 1 Tahun 2017 – C Kamar 

Agama angka 1 yang berbunyi,  

Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi 

perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka 

pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut‟ah, 

dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan 

kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat 

dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar 

kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 

                                                           
49

 Budi Purwantini, Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

pada tanggal 18 Maret 2025. 
50

 Khabib Sholeh, Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 

pada tanggal 18 Maret 2025. 
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12, SEMA No. 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut‟ah, dan nafkah 

madliyah). 

 

Ketentuan SEMA tersebut secara nyata tertulis bertujuan untuk 

perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun, 

secara implisit dapat menjadi payung hukum yang melindungi hak-hak 

perempuan akibat gugurnya putusan perceraian akibat tidak diucapkan 

ikrar talak oleh Pemohon. Kembali pada pernyataan Wakil Ketua Pengadilan 

Agama Cibinong, “apabila kehendak cerai timbul dari kedua belah pihak, 

maka keduanya akan berusaha untuk perceraian itu sendiri”, demikian 

SEMA a quo memberi peluang kepada isteri untuk melepaskan diri dari 

perkawinan yang sudah tidak ingin dia pertahankan dengan cara 

melepaskan haknya untuk tidak dibayarkan kewajiban akibat cerai pada saat 

itu.51  

Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

menyampaikan bahwa klausula “Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri 

tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat 

itu” pada SEMA a quo bermakna bahwa isteri bersedia melepaskan haknya 

agar ikrar talak dapat dilaksanakan, hal tersebut harus berdasar dari diri 

Termohon tanpa ada paksaan atau intervensi Pengadilan atau hakim atau 

pihak lainnya.52 Artinya, aturan tersebut bersifat opsional atau anjuran 

apabila isteri sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya sedangkan 

suami tidak dapat memenuhi kewajiban yang menjadi syarat suami 

mengucapkan ikrar talak saat itu. Beliau juga melanjutkan bahwa SEMA 

tersebut salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada isteri 

                                                           
51

 Achmad Cholil, Hakim Pembina Tingkat I, Wakil Ketua Pengadilan Agama Cibinong, 

Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2025. 
52

  Yasardin, Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024-

sekarang, Wawancara, tanggal 24 April 2025.  
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agar tidak terikat dengan perkawinan yang memberikan mudharat 

kepadanya serta memberikan kepastian hukum terhadap status isteri 

tersebut. 

Meskipun demikian, negara seharusnya hadir dan berperan untuk 

melindungi hak-hak isteri tersebut agar dapat terpenuhi bukan dihilangkan 

atau dilepas begitu saja hanya atas kerelaan isteri tersebut. Salah satu faktor 

terbitnya SEMA tersebut adalah karena tidak sedikit putusan cerai yang 

pada diktum memuat klausula “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak” 

menjadi gugur karena tidak ada pilihan bagi pihak selain harus memenuhi 

kewajiban tersebut.53 Di samping itu, hadirnya SEMA aquo memberikan 

peran kepada isteri agar dapat melepaskan diri dari perkawinan yang sudah 

tidak bisa dia pertahankan. Dengan demikian isteri dapat terlindungi dari 

perbuatan suami yang hendak menggantung status hukum isterinya atau 

beritikad buruk kepada isteri. 

4. Pengajuan gugatan cerai yang baru 

Perlindungan hukum terhadap isteri tidak diucapkan ikrar talak setelah 

putusan Pengadilan dalam perkara cerai talak tidak hanya dalam bentuk 

mencegah gugurnya putusan pengadilan tersebut. Terdapat perlindungan 

hukum yang diberikan negara setelah putusan tersebut gugur yaitu, 

Termohon dapat kembali mengajukan gugatan perceraian. Hal tersebut 

didasarkan pada tidak berlakunya asas nebis in idem dalam perkara 

perceraian.  

Nebis in idem adalah salah satu asas dalam hukum perdata yang 

dijelaskan dalam Pasal 1917 KUHPerdata. Ketentuan tersebut mengatur 

terkait larangan Pengadilan memeriksa kembali perkara yang sudah 

                                                           
53

 Yasardin, Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024-

sekarang, Wawancara, tanggal 24 April 2025. 
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diperiksa, diputus dan telah berkekuatan hukum tetap selama pihak dan 

objek perkara serta dasar tuntutan dengan alasan yang sama. Artinya 

Pengadilan tidak boleh memeriksa untuk kedua kalinya suatu perkara yang 

pihak, objek serta alasan hukum yang sama telah diputus dan berkekuatan 

hukum tetap. Akan tetapi secara spesifik putusan dimaksud adalah putusan 

yang bersifat positif yaitu kabul atau tolak.  

Selaras dengan pendapat Yahya Harahap yang menyatakan nebis in 

idem atau yang biasa disebut juga exceptie van gewijsde zaak adalah sebuah 

perkara dengan obyek, pihak dan materi pokok yang sama serta diputus 

oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan 

atau menolak perkara tersebut, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua 

kalinya.54 Tidak semua putusan melekat asas nebis in idem. perlu adanya 

syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 

KHUPerdata. Syarat-syarat tersebut bersifat komulatif sebagai berikut:55 

1. Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya; 

2. Perkara dahulu sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum 

tetap; 

3. Putusan bersifat positif; 

4. Subjek atau pihak yang berperkara sama; 

5. Objek gugatan sama; 

Adapun perkara yang tidak melekat asas nebis in idem adalah sebagai 

berikut:56 

1. Gugatan cacat formil mengenai pihak (error in persona); 

2. Gugatan prematur; 

                                                           
54

 M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 439. 
55

 Djaja S. Meliala dan Nasar Ambarita, 2013, “Azas Nebis in Idem (Apakah Dapat Diterapkan 

Dalam Kasus Perceraian)”, Neliti, hlm. 11-14. https://media.neliti.com/media/publications/12569-ID-

azas-ne-bis-in-idem-apakah-dapat-diterapkan-dalam-kasus-perceraian.pdf  
56

 Ibid. hlm. 15-19. 

https://media.neliti.com/media/publications/12569-ID-azas-ne-bis-in-idem-apakah-dapat-diterapkan-dalam-kasus-perceraian.pdf
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3. Permohonan voluntair; 

4. Gugatan yang bersifat deklaratif; 

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili; 

Meskipun perkara perceraian tidak mengenal asas nebis in idem, 

ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan,  

“Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari 

sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak 

mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau 

patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak 

dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.” Lebih lanjut buku II 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 

tahun 2013 mengatur nebis in idem sebagai berikut:  

“Gugatan nebis in idem, adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat 

sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek sengketa 

yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya, objek 

sengketa tersebut sudah diberi status oleh Pengadilan yang memutus 

sebelumnya. Dalam perkara perceraian bisa saja tidak terjadi nebis in idem, 

kalau perkara yang sebelumnya telah diputus dengan dalil pertengkaran 

kemudian tidak diterima kemudian diajukan lagi dengan dalil bahwa 

Tergugat memukul Penggugat”.  

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permberlakuan nebis in idem 

dalam perkara perceraian sama halnya dengan perkara perdata lainnya, 

yaitu tidak diperbolehkan pengajuan gugatan cerai dengan alasan yang 

sama. Akan tetapi, berdasarkan dassein di Pengadilan tingkat pertama 

khususnya Pengadilan Agama Cibinong menerima gugatan cerai yang 

diajukan kembali oleh isteri setelah putusan cerai talak gugur akibat 
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Pemohon (in casu suami) tidak mengucapkan ikrar talak dalam tenggang 

waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

Panitera Pengadilan Agama Cibinong menambahkan bahwa gugatan 

tersebut tidak termasuk nebis in idem meskipun dengan alasan perceraian 

yang sama, seperti alasan cerai dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975. 

Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan peristiwa kejadian antara 

permohonan cerai dengan gugatan cerai yaitu lamanya berpisah rumah. 

Tentu lamanya berpisah tempat tinggal antara permohonan semula dengan 

gugatan terbaru terdapat penambahan waktu baik hitungan hari maupun 

bulan. Hal tersebutlah menjadikan gugatan cerai isteri tidak termasuk nebis 

in idem. Justru dengan masuknya gugatan cerai untuk kedua kalinya 

menguatkan fakta bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak dapat 

dipertahankan lagi.57 

Dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan negara kepada 

isteri yang tidak diucapkan ikrar talak pasca putusan Pengadilan dapat 

mengajukan kembali gugatan cerai kepada suami. Hal tersebut 

dimaksudkan agar isteri dapat terlepas dari perkawinan yang menimbulkan 

mudharat dan menjamin kepastian hukum setelah gugatannya dikabulkan 

oleh Pengadilan.  

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ikrar talak harus dilakukan diucapkan di 

depan sidang pengadilan setelah upaya damai gagal dan alasan perceraian 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Penyebab tidak 

diucapkannya ikrar talak karena telah berdamai dan ingin kembali membina 

rumah tangga. Faktor lain adalah ketidakmampuan Pemohon membayar 

                                                           
57

 Nisrin, Pembina, Panitera Pengadilan Agama Cibinong, wawancara, 02 Mei 2025.  
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kewajiban akibat perceraian yang telah ditetapkan dalam putusan. 

Perlindungan Hukum bagi Istri yang Tidak Diucapkannya Ikrar Talak 

dimana Istri diberikan tenggang waktu untuk penyaksian ikrar talak sesuai 

Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Agama. Kemudian penentuan 

kewajiban harus mempertimbangkan keadilan, kepatutan, kemampuan 

ekonomi suami, dan kebutuhan dasar hidup istri (sesuai SEMA Nomor 3 

Tahun 2018). Selanjutnya Hakim berperan aktif dalam menumbuhkan 

kesadaran hukum Pemohon untuk memenuhi kewajiban cerai dan mencari 

solusi pembayaran, serta peran istri dalam memberikan keringanan. 

Tearakhir istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama 

setelah perkara cerai talak yang diajukan suami dinyatakan gugur oleh 

Majelis Hakim. 
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